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ABSTRACT
State law is a picture of the kind of country that is considered by a nation and once aspired to be realized
in reality. Our country is a country that is based on the 1945 constitution. Judging from the 1945
perspectif Human Right, constitutional rights of citizens and everyone in the work provided for in Article
27 Paragraph (2) and Article 28 Paragraph (2). Conection with the protection ofhuman right in the work,
especially against Indonesian Worker who work abroad are often used as the object of human trafficking.
Indonesian labour is every Indonesian citizen qualified to work abroad for a certain period of time and
receive a reward. Each of the Indonesian labour come in destination country for work, shall report to the
Representative of the Republic of Indonesia in the destination country. After delivery or placement of
Indonesian workers who work abroad is certainly a certain time will be returned to his residence in the
country. The settings in the placement and protection of fereign workers in order to protect overseas
workers.
Keyword: Problems of Indonesian Labor.
A. PENDAHULUAN
Negara hukum adalah suatu gam-
baran bentuk negara yang pikirkan oleh
suatu bangsa dan sekaligus dicita-
citakan untuk diwujudkan dalam suatu
kenyataan. Bentuk negara ideal bagi se-
tiap bangsa dan pada setiap zaman
akan selalu berbeda sesuai dengan
konteks perkembangan masyarakat pa-
da masa yang bersangkutan. Padmo
Wahyono, mengemukakan bahwa pe-
ngertian konsepsi negara hukum selalu
berkembang sesuai dengan tingkat
kecerdasan suatu bangsa.3 Dalam ne-
gara hukum pembatasan kekuasaan
penguasa dilakukan berdasarkan hukum
atau konstitusi sehingga kekuasaan
penguasa harus tunduk kepada kon-
stitusi atau Undang-Undang Dasar.
Negara kita adalah negara ber-
dasarkan konstitusi yaitu Undang-
Undang Dasar Tahun 1945. Konstitusi
dan negara adalah dua lembaga yang
hubungannya sangat erat atau satu
sama lain tidak dapat dipisahkan. Se-
bab, tidak ada satu negarapun di dunia
pada saat ini yang tidak memiliki
konstitusi atau Undang-Undang Dasar.
Bagir Manan mengemukakan bahwa
setiap negara, bagaimanapun seder-
hana tingkat pertumbuhannya, senan-
tiasa memiliki seperangkat kaidah yang
mengatur susunan organisasi negara
yang terdiri dari organ-organ atau ja-
batan-jabatan kenegaraan. Perangkat
kaidah semacam inilah yang dinamakan
konstitusi. Dalam pengertian ini tidaklah
ada dan tidak pernah ada negara tanpa
konstitusi.4
Ditinjau dari UUD 1945 dalam per-
spektif Hak Asasi Manusia (HAM), hak
konstitusional warga negara dan setiap
orang dalam bekerja diatur dalam Pasal
27 Ayat (2) dan Pasal 28 Ayat (2). Pasal
27 Ayat (2) UUD 1945 merupakan salah
satu hak warga negara di bidang pe-
kerjaan yang dijamin konstitusi. Se-
dangkan Pasal 28 Ayat (2) merupakan
hak asasi manusia bagi setiap orang
dalam bidang pekerjaan yang dijamin
konstitusi. Oleh karena itu, secara pe-
nafsiran tata bahasa dan penafsiran
sistematik bahwa hak bekerja adalah
hak warga negara dan sekaligus menjadi
HAM bagi setiap orang.5 Dalam UU
tentang HAM Pasal 4 Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi: ”Hak
untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak
kebebasan pribadi, pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak
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diperbudak, hak untuk diakui dan per-
samaan di hadapan hukum, dan hak
untuk tidak dituntut atas dasar hukum
yang berlaku surut adalah Hak Asasi
Manusia yang tidak dapat dikurangi da-
lam keadaan apaun dan oleh siapapun”.6
Kaitan dengan perlindungan HAM
dalam bekerja terutama terhadap Te-
naga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja
di luar negeri sering dijadikan obyek
perdagangan manusia, termasuk per-
budakan dan kerja paksa, korban ke-
kerasan, kesewenang-wenangan, keja-
hatan atas harkat dan mertabat ma-
nusia, serta perlakuan lain yang me-
langgar HAM, sehingga negara wajib
menjamin dan melindungi hak asasi
warga negaranya yang bekerja baik di
dalam maupun di luar negeri ber-
dasarkan prinsip persamaan hak, de-
mokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan
keadilan gender, anti diskriminasi, dan
anti perdagangan manusia (trafficking).
Dari tahun ke tahun jumlah mereka
yang bekerja di luar negeri semakin
meningkat. Besarnya animo tenaga kerja
yang akan bekerja ke luar negeri dan
besarnya jumlah TKI yang sedang be-
kerja di luar negeri di satu segi mem-
punyai sisi positif, yaitu mengatasi se-
bagian masalah penggangguran di da-
lam negeri namun mempunyai pula sisi
negatif berupa resiko kemungkinan ter-
jadinya perlakuan yang tidak manusiawi
terhadap TKI.
Resiko tersebut dapat dialami oleh
TKI baik selama proses keberangkatan,
selama bekerja di luar negeri, maupun
setelah pulang ke Indonesia. Dengan
demikian perlu dilakukan pengaturan
agar resiko perlakuan yang tidak ma-
nusiawi terhadap TKI sebagaimana
disebutkan di atas dapat dihindari atau
minimal dikurangi. Pada hakekatnya
ketentuan-ketentuan hukum yang dibu-
tuhkan dalam masalah ini adalah keten-
tuan-ketentuan yang mampu mengatur
pemberian pelayanan penempatan bagi
tenaga kerja secara baik di dalamnya
mengandung prinsip murah, cepat, tidak
berbelit-belit dan aman. Pengaturan
yang bertentangan dengan tersebut me-
micu terjadinya penempatan tenaga ker-
ja illegal yang tentunya berdampak ke-
pada minimnya perlindungan bagi tena-
ga kerja yang bersangkutan.
Sejalan dengan semakin mening-
katnya tenaga kerja yang ingin bekerja di
luar negeri dan besarnya jumlah TKI
yang sekarang ini bekerja di luar negeri,
meningkat pula kasus perlakuan yang
tidak manusiawi terhadap TKI baik di da-
lam maupun di luar negeri. Kasus yang
berkaitan dengan nasib TKI semakin
beragam dan bahkan berkembang ke-
arah perdagangan manusia yang dapat
dikategorikan sebagai kejahatan ter-
hadap kemanusiaan. Dengan berbagai
polemik tersebut, maka pada tahun 2003
pemerintah sebagai penguasa negara
pada waktu itu, merealisasikan Pasal 27
Ayat (2) dan Pasal 28 Ayat (2) UUD
1945 dengan membentuk Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. UU Nomor 13 Tahun
2003 merupakan undang-undang pem-
baharuan dari undang-undang ketena-
gakerjaan sebelumnya. Dalam konsi-
deran pembentukan UU Nomor 13
Tahun 2003 telah disebutkan beberapa
hal alasan diadakannya pembaharuan
undang-undang ketenagakerjaan, di-
antaranya butir b, c, dan d.
Butir b, menyebutkan bahwa dalam
pelaksanaan pembangunan nasional,
tenaga kerja mempunyai peranan dan
kedudukan yang sangat penting sebagai
pelaku dan tujuan pembangunan. Butir
c, bahwa sesuai dengan peranan dan
kedudukan ketenagakerjaan untuk me-
ningkatkan kualitas tenaga kerja dan
peran sertanya dalam pembangunan
serta peningkatan perlindungan tenaga
kerja dan keluarganya sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan. Butir
d, bahwa perlindungan terhadap tenaga
kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-
hak dasar pekerja/buruh dan menjamin
kesamaan kesempatan serta perlakuan
tanpa diskriminasi atas dasar apapun
untuk mewujudkan kesejahteraan peker-
ja/buruh dan keluarganya dengan tetap
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UU Nomor 13 Tahun 2003 tersebut
diatas, menunjukkan bahwa ketenaga-
kerjaan mempunyai peranan yang sa-
ngat penting dalam pembangunan na-
sional. Sehingga diperlukan kualitas te-
naga kerja yang handal. Untuk mem-
peroleh tenaga kerja berkualitas yang
mampu memberikan peranan dalam
pembangunan nasional, maka pemerin-
tah membuat aturan-aturan dalam bing-
kai undang-undang yang dapat melin-
dungi hak-hak dasar pekerja/buruh dan
keluarganya.
Dalam upaya meningkatkan kualitas
dan persamaan hak dan kesempatan
yang sama tanpa diskriminasi dalam
bekerja maka UU Nomor 13 Tahun 2003
mengatur tentang penempatan tenaga
kerja. Pada Bab VI UU ini disebut de-
ngan judul Penempatan Tenaga Kerja.
Pasal 31 bab ini menyebutkan “Setiap
tenaga kerja mempunyai hak dan ke-
sempatan yang sama untuk memilih,
mendapatkan atau pindah pekerjaan dan
memperoleh penghasilan yang layak di
dalam atau di luar negeri”.8 Dengan
adanya pasal 31 ini, memberikan hak
legal kepada warga negara mempunyai
kesempatan yang sama menentukan
pilihan kerja yang disukai dan berhak
memilih bekerja di manapun, baik di
dalam negeri maupun di luar negeri. Hak
legal ini juga menjamin hak warga ne-
gara dalam bekerja, berhenti bekerja,
berpindah pekerjaan, dan dijamin juga
imbalan atas pekerjaannya di manapun
pekerja itu berada.
Sehingga pada pasal 33 UU Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-
kerjaan, menyebutkan “Penempatan te-
naga kerja terdiri dari (a) penempatan te-
naga kerja di dalam negeri, dan (b) pe-
nempatan tenaga kerja di luar negeri.9
Pada pasal 34 dipertegas, ketentuan
mengenai penempatan tenaga kerja di
luar negeri sebagaimana dimaksud da-
lam pasal 33 huruf (b) diatur dengan
undang-undang.10
Berdasarkan Pasal 31, 33, dan 34
UU Nomor 13 Tahun 2003 diatas, bahwa
penempatan tenaga kerja di luar negeri
harus diatur secara khusus dalam
undang-undang terse-ndiri. Tujuannya,
agar pekerja-pekerja luar negeri dapat
lebih terlindungi. Sebab, bekerja di luar
negeri sudah tentu memberikan suasana
yang sa-ngat berbeda dibandingkan di
dalam negeri. Menindaklanjuti ketentuan
yang dimuat dalam pasal 33 jounto pasal
34 UU Nomor 13 Tahun 2003, maka
pemerintah pada tanggal 18 Oktober
2004 mengundangkan UU Nomor 39
tahun 2004 tentang Penem-patan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri.
Pada penjelasan diatas telah dise-
butkan bahwa pasal 33 jounto pasal 34
UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kete-
nagakerjaan, mengamanatkan pemben-
tukan UU tentang penempatan tenaga
kerja di luar negeri. Secara penafsiran
tata bahasa, UU Nomor 39 Tahun 2004
bertujuan mewujudkan amanah pasal 33
jo pasal 34 UU Nomor 13 tahun 2003.
Tetapi tujuan ini hanya dapat disebut
sebagai tujuan formil, sedangkan tujuan
materiil dapat ditemukan di dalam kon-
sideran pembentukan, pasal 3, dan pen-
jelasan umum, yang dimuat di dalam UU
Nomor 39 tahun 2004. Tujuan yang di-
maksud adalah sebagai berikut:
1. Melindungi tenaga kerja Indonesia
(TKI) untuk memperoleh kesempa-
tan yang sama sesuai dengan ke-
ahlian, keterampilan, bakat, minat
dan kemampuan;
2. Melindungi TKI untuk memperoleh
penghasilan yang layak;
3. Melindungi tenaga kerja Indonesia
di luar negeri dari perdagangan ma-
nusia, perbudakan, kerja paksa, kor-
ban kekerasan, kesewenang-wena-
ngan, kejahatan atas harkat dan
martabat manusia;
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4. Melilndungi HAM TKI berdasarkan
prinsip persamaan hak, demokrasi,
keadilan sosial, kesetaraan dan ke-
adilan gender, anti diskriminasi, dan
anti perdagangan manusia;
5. Melindungi harkat, martabat, dan
HAM TKI di luar negeri;
6. Memberikan perlindungan hukum
terhadap TKI di luar negeri;
7. Memberdayakan dan mendaya gu-
nakan tenaga kerja secara optimal
dan manusiawi;
8. Melindungi TKI saat di penampu-
ngan;
9. Melindungi TKI saat di negara tu-
juan;
10. Melindungi TKI saat pulang kam-
pung asalnya;
11. Meningkatkan kesejahteraan TKI
dan keluarganya;
12. Menjamin TKI dapat mengaktua-
lisasikan diri sehingga merasa hi-
dupnya menjadi lebih berharga baik
bagi dirinya, keluarganya maupun
lingkungannya;
13. Memberikan pelayanan penempatan
TKI secara baik.
Oleh karena itu, pada prinsip pe-
layanan penempatan dan perlindungan
TKI adalah persamaan hak, berkeadilan,
kesetaraan gender serta tanpa diskri-
minasi. Telah dikemukakan di atas bah-
wa pada umumnya masalah yang timbul
dalam penempatan adalah berkaitan
dengan hak azasi manusia, maka
sanksi-sanksi yang dicantumkan dalam
Undang-undang tentang penempatan
kerja di luar negeri, cukup banyak beru-
pa sanksi pidana.
Bahkan tidak dipenuhinya persya-
ratan salah satu dokumen perjalanan,
sudah merupakan tindakan pidana. Hal
ini dilandasi pemikiran bahwa dokumen
merupakan bukti utama bahwa tenaga
kerja yang bersangkutan sudah meme-
nuhi syarat untuk bekerja di luar negeri.
Tidak adanya satu saja dokumen, sudah
beresiko tenaga kerja tersebut tidak me-
menuhi syarat atau illegal untuk bekerja
di negara penempatan. Kondisi ini mem-
buat tenaga kerja yang bersangkutan
rentan terhadap perlakuan yang tidak
manusiawi atau perlakuan yang eks-
ploitatif lainnya di negara tujuan
penempatan. Tetapi yang menjadi per-
soalan yang lebih penting lagi dari se-
telah adanya pengaturan yang melin-
dungi tenaga kerja di luar negeri adalah
mengenai penegakan hukumnya. Apa-
bila ada suatu kenyataan dalam fakta
kehidupan hak-hak TKI sebagaimana
telah diatur dan dilindungi oleh hukum
tetapi dilanggar, maka peranan penting
dari pelanggaran tersebut adanya pene-
gakan hukum.
Persoalan penegakan hukum ini
menjadi polemik bagi kalangan TKI yang
notabene adalah masyarakat kelas ba-
wah yang terbukti stratifikasi sosialnya
sangat rendah, baik dari aspek sosial,
ekonomi, dan intelektualnya, sehingga
kesulitan untuk menegakkan haknya me-
lalui mekanisme hukum yang berlaku
apabila terjadi pelanggaran. Oleh karena
itu peranan sesorang atau sekelomok
orang seperti LSM atau ORMAS yang
secara sukarela memperhatikan dan
membantu para TKI yang menjadi kor-
ban sudah sangat dibutuhkan dalam
kerangka penegakan hukum terhadap
hak-hak TKI yang dilanggar baik karena
disengaja ataupun karena kelalaian yang
melawan hukum dari pihak-pihak yang
ber-tanggungjwab dalam penempatan
TKI ke luar negeri.
Pemerintah melakukan pembinaan
terhadap segala kegiatan yang berkenan
dengan penyelenggaraan Penempatan
dan Perlindungan TKI di luar negeri.
Pembinaan oleh Pemerintah dalam bi-
dang perlindungan TKI dilakukan
dengan: (a). Memberikan bimbingan dan
advokasi bagi TKI mulai dari pra pe-
nempatan, masa penempatan dan purna
penempatan; (b). Menfasilitasi penyele-
saian perselisihan atau sengketa calon
TKI/TKI dengan Pengguna dan/atau
pelaksana penempatan TKI; (c). Me-
nyusun dan mengumumkan daftar Mitra
Usaha dan Pengguna bermasalah se-
cara berkala sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; (d). Melakukan
kerjasama internasional dalam rangka
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Untuk menjamin dan mempercepat
terwujudnya tujuan penempatan dan
perlindungan TKI di luar negeri, diper-
lukan pelayanan dan tanggungjawab
yang terpadu. Untuk mencapai tujuan
tersebut, dibentuk Badan Nasional Pe-
nempatan dan Perlindungan TKI
(BNP2TKI). BNP2TKI merupakan lem-
baga pemerintah non departemen yang
bertanggung jawab kepada Presiden
yang berkedudukan di Ibukota Negara.
BNP2TKI mempunyai fungsi pelaksana-
an kebijakan di bidang penempatan dan
perlindungan TKI di luar negeri secara
terkoordinasi dan terintegrasi. Untuk me-
laksanakan fungsinya, Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan TKI
bertugas: (a). Melakukan penempatan
atas dasar perjanjian secara tertulis
antara Pemerintah dengan Pemerintah
negara Pengguna TKI atau Pengguna
berbadan bukum di negara tujuan pe-
nempatan; (b). Memberikan pelayanan,
mengkoordinasikan, dan melakukan pe-
ngawasan mengenai: (1) Dokumen; (2)
Pembekalan akhir pemberangkatan
(PAP); (3) Penyelesaian masalah; (4)
Sumber-sumber pembiayaan; (5) Pem-
berangkatan sampai pemulangan; (6)
Peningkatan kualitas calon TKI; (7) Infor-
masi; (8) Kualitas pelaksana penem-
patan TKI; dan (9) Peningkatan kesejah-
teraan TKI dan keluarganya.
B. PRA PENEMPATAN TENAGA
KERJA INDONESIA
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ada-
lah setiap warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat untuk bekerja di luar
negeri dalam hubungan kerja untuk jang-
ka waktu tertentu dengan menerima
upah.11 Sebelum TKI diberangkatkan ke
luar negeri calon TKI tersebut harus ter-
lebih dahulu memenuhi syarat sebagi
pencari kerja yang akan bekerja di luar
negeri.
Penempatan TKI di luar negeri me-
rupakan suatu upaya untuk mewujudkan
hak dan kesempatan yang sama bagi
tenaga kerja untuk memperoleh peker-
jaan dan penghasilan yang layak, yang
pelaksanaannya dilakukan dengan tetap
memperhatikan harkat, martabat, hak
asasi manusia dan perlindungan hukum
serta pemerataan kesempatan kerja dan
penyediaan tenaga kerja yang sesuai
dengan hukum nasional. Penempatan
tenaga kerja Indonesia di luar negeri
perlu dilakukan secara terpadu antara
instansi Pemerintah baik Pusat maupun
Daerah dan peran serta masyarakat da-
lam suatu sistem hukum guna melin-
dungi TKI yang ditempatkan di luar
negeri.
Supaya penempatan TKI yang be-
kerja di luar negeri berlangsung lancar,
baik pendistribusian ke negara tujuan,
pengontrolan selama bekerja di negara
tujuan, dan pengembaliannya ke dalam
negeri di tempat tinggalnya, diwajibkan
penepatan TKI dilakukan oleh suatu ba-
dan atau instansi yang profesional, yang
statusnya berbadan hukum dan telah
memperoleh ijin dari instansi yang ber-
wenang untuk itu. Menurut UU Nomor 39
Tahun 2004, ada dua badan atau
instansi yang berwenang mengirmkan
TKI bekerja diluar negeri, yaitu badan /
instansi Publik dan Badan / instansi
swasta.
Pelaksanan Penempatan TKI Swas-
ta (PPTKIS) adalah badan hukum yang
telah memperoleh izin tertulis dari Pe-
merintah untuk menyelenggarakan pe-
layanan penempatan TKI di luar ne-
geri.12 Pelaksanaan penempatan TKI
dilakukan antara badan hukum yag me-
ngirim dari dalam negeri dan badan hu-
kum yang menerima di negara tujuan
yang sudah disetujui oleh perwakilan ne-
gara Republik Indonesia di negara tu-
juan. Antara dua badan hukum dalam
negeri dan luar negeri yang melakukan
kegiatan penem-patan TKI dilakukan da-
lam bentuk per-janjian tertulis.
Perjanjian Kerja Sama Penempatan
adalah perjanjian tertulis antara pelak-
sana penempatan TKI swasta dengan
mitra Usaha atau Pengguna yang me-
muat hak dan kewajiban masing-masing
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pihak dalam rangka penempatan serta
perlindungan TKI di negara tujuan.13
Dalam aktifitas penempatan TKI ada be-
berapa perjanjian yang harus dibuat se-
lain dari perjanjian kerja sama penem-
patan, yaitu perjanjian penempatan TKI
dan perjanjian kerja. Perjanjian Penem-
patan TKI adalah perjanjian tertulis an-
tara pelaksana penempatan TKI swasta
dengan calon TKI yang memuat hak dan
kewajiban masing-masing pihak dalam
rangka penempatan TKI di negara tujuan
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Perjanjian Kerja adalah per-
janjian tertulis antara TKI dengan Peng-
guna yang memuat syarat-syarat kerja,
hak dan kewajiban masing-masing pi-
hak.
Penempatan TKI dilakukan melalui
suatu badan hukum yang telah mem-
peroleh izin rasionya adalah supaya le-
bih profesional melakukan kegiatan pe-
nempatan TKI ke luar negeri dan lebih
memudahkan untuk mempertanggung
jwabkan pelaku-pelaku yang menim-
bulkan kerugian kepada TKI. Mekanisme
pertanggungjawaban terhadap setiap
badan/instansi yang terkait dalam ke-
giatan penempatan TKI diperlukan su-
paya terpenuhi perlindungan TKI sendiri.
Perlindungan TKI adalah segala upaya
untuk melindungi kepentingan calon TKI
/ TKI dalam mewujudkan terjaminnya pe-
menuhan hak-haknya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, baik
sebelum, selama, maupun sesudah
bekerja.
Pra Penempatan TKI diatur dalam
UU Nomor 39 Tahun 2004, dalam Pasal
31 yang kegiatannya meliputi: (1) Pe-
ngurusan Surat Izin Pengerahan (SIP);
(2) Perekrutan dan seleksi; (3) Pen-
didikan dan pelatihan kerja; (4) Peme-
riksaan kesehatan dan psikologi; (5)
Pengurusan dokumen; (4) Uji kompe-
tensi; (5) Pembekalan akhir pembe-
rangkatan (PAP); dan (6) Pemberang-
katan.14 PPTKIS yang akan melakukan
perekrutan wajib memiliki SIP dari Men-
teri. Untuk mendapatkan SIP tersebut,
PPTKIS harus memiliki: (a) Perjanjian
kerjasama penempatan; (b) Surat per-
mintaan TKI dari Pengguna; (c) Ran-
cangan perjanjian penempatan; dan (d)
Rancangan perjanjian kerja.15 Surat ter-
sebut diatas harus memperoleh persetu-
juan dari pejabat yang berwenang dari
Perwakilan Republik Indonesia di negara
tujuan.
Setelah pengurusan SIP dilakukan,
PPTKIS melakukan kegiatan perekrutan
dan seleksi terhadap calon TKI yang
akan diberangkatkan. Proses perekrutan
didahului dengan memberikan informasi
kepada calon TKI sekurang-kurangnya
tentang: (a) Tata cara perekrutan; (b)
Dokumen yang diperlukan; (c) Hak dan
kewajiban calon TKI/TKI; (d) Situasi,
kondisi, dan resiko di negara tujuan; dan
(e) Tata cara perlindungan bagi TKI.16
Informasi tentang prekrutan dan seleksi
harus disampaikan secara lengkap dan
benar dengan mendapatkan persetujuan
dari instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan dan disampai-
kan oleh PPTKIS. Perekrutan calon TKI
oleh PPTKIS wajib dilakukan terhadap
calon TKI yang telah memenuhi per-
syaratan: (a) Berusia sekurang-kurang-
nya 18 (delapan belas) tahun kecuali
bagi calon TKI yang akan dipekerjakan
pada Pengguna perseorangan seku-
rang-kurangnya berusia 21 ( dua puluh
satu) tahun; (b) Sehat jasmani dan
rohani; (c) Tidak dalam keadaan hamil
bagi calon tenaga kerja perempuan; dan
(d) Berpendidikan sekurang-kurangnya
lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
(SLTP) atau yang sederajat.17
Pencari kerja yang berminat ke luar
negeri harus terdaftar pada instansi pe-
merintah kabupaten/kota yang bertang-
gung jawab di bidang ketenagakerjaan.
PPTKIS membuat dan mendatangani
perjanjian penempatan dengan pencari
kerja yang telah dinyatakan memenuhi
persyaratan administrasi dalam proses
perekrutan. PPTKIS bertanggungjawab
penuh terhadap biaya yang diperlukan
dalam perekrutan. Selain perekrutan dan
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19 Ibid., Pasal 51.
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18 Ibid., Pasal 42 Ayat (1) dan (2).
seleksi terhadap calon TKI juga diberi
pendidikan dan pelatihan kerja agar siap
dalam bidangnya masing-masing untuk
ditempatkan di negara tujuan.
Calon TKI diharapkan memiliki ser-
tifikat kompetensi kerja sesuai dengan
jabatannya. PPTKIS wajib memberi pen-
didikan dan pelatihan kepada calon TKI
sesuai dengan pekerjaan yang akan di-
lakukan. Sebagaimana UU Nomor 39
Tahun 2004 Pasal 42, berbunyi: Ayat (1)
Calon TKI berhak mendapat pendidikan
dan pelatihan kerja sesuai dengan pe-
kerjaan yang akan dilakukan, dan Ayat
(2) Pendidikan dan pelatihan kerja bagi
calon TKI sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) dimaksudkan untuk: (a) Membe-
kali, menempatkan dan mengembang-
kan kompetensi kerja calon TKI; (b)
Memberi pengetahuan dan pemahaman
tentang situasi, kondisi, adat istiadat,
budaya agama, dan risiko bekerja di luar
negeri; (c) Membekali kemampuan ber-
komunikasi dalam bahasa negara tu-
juan; dan (d) Memberi pengetahuan dan
pemahaman tentang hak dan kewajiban
calon TKI/TKI.18 Calon TKI yang sedang
mengikuti pendidikan dan pelatihan di-
larang untuk dipekerjakan, dan bagi
yang tidak lulus ujian pendidikan dan pe-
latihan tidak berhak untuk ditempatkan
kerja oleh PPTKIS.
Kondisi kesehatan dan psikologis
calon TKI penting untuk diketahui. Ka-
rena calon TKI yang akan ditempatkan di
negara tujuan akan bekerja untuk be-
berapa tahun sesuai kontrak kerja. Se-
bagai pelaksana PPTKIS wajib meme-
riksa kesehatan dan psikologis calon TKI
untuk mengetahui tingkat kesiapan psi-
kis serta kesesuaian kepribadian calon
TKI dengan pekerjaan yang akan di-
lakukan di negara tujuan. Setiap calon
TKI wajib mengikuti pemeriksaan kese-
hatan dan psikologis yang diselenggara-
kan oleh sarana kesehatan dan lembaga
yang melaksanakan pemeriksaan ter-
sebut yang ditunjuk oleh pemerintah.
Pelaksana penempatan TKI swasta di-
larang menempatkan calon TKI yang
tidak memenuhi syarat kesehatan dan
psikologis.
Calon TKI harus memiliki dokumen-
dokumen yang diperlukan sebagai sya-
rat penempatan TKI di luar negeri. Se-
bagaimana ketentuan UU Nomor 39
Tahun 2004 Pasal 51 yang berbunyi:
Untuk dapat ditempatkan di luar negeri,
calon TKI harus memiliki dokumen yang
meliputi: (a) Kartu Tanda Penduduk,
Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran
atau surat keterangan kenal lahir; (b)
Surat keterangan status perkawinan bagi
yang telah menikah melampirkan copy
buku nikah; (c) Surat keterangan izin
suami atau istri, izin orang tua, atau izin
wali; (d) Sertifikat kompetensi kerja; (e)
Surat keterangan sehat berdasarkan
hasil-hasil pemeriksaan kesehatan dan
psikologi; (f) Paspor yang diterbitkan
oleh Kantor Imigrasi setempat; (g) Visa
kerja; (h) Perjanjian penempatan kerja;
(i) Perjanjian kerja, dan Kartu Tenaga
Kerja Indonesia di Luar Negeri
(KTKLN).19 Perjanjian penempatan TKI
memuat (i) nama dan alamat pelaksana
penempatan TKI swasta; (ii) nama, jenis
kelamin, umur, status perkawinan, dan
alamat calon TKI; (iii) nama dan alamat
calon Pengguna; (iv) hak dan kewajiban
para pihak dalam rangka penempatan
TKI di luar negeri yang harus sesuai
dengan kesepakatan dan syarat-syarat
yang ditentukan oleh calon Pengguna
tercantum dalam perjanjian kerjasama
penempatan; (v) jabatan dan jenis pe-
kerjaan calon TKI sesuai permintaan
pengguna; (vi) jaminan pelaksana pe-
nempatan TKI swasta kepada calon TKI
dalam hal ini Pengguna tidak memenubi
kewajibannya kepada TKI sesuai perjan-
jian kerja; (vii) waktu keberangkatan ca-
lon TKI; (viii) hanya penempatan yang
barus ditanggung oleh calon TKI dan
cara pembayarannya; (ix) tanggung
jawab pengurusan penyelesaian mu-
sibah; (x) akibat atas terjadinya pelang-
garan perjanjian penempatan TKI oleh
salah satu pihak, dan (xI tanda tangan
para pihak dalam perjanjian penempatan
TKI, yang dibuatrangkap 2 (dua).
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Setiap TKI yang ditempatkan di luar
negeri, wajib memiliki dokumen KTKLN
yang dikeluarkan oleh Pemerintah seba-
gai kartu identitas TKI selama masa
penempatan TKI di negara tujuan dan
hanya dapat diberikan apabila TKI yang
bersangkutan yang telah memenuhi per-
syaratan dokumen penempatan TKI di
luar negeri, mengikuti Pembekalan Akhir
Pemberangkatan (PAP), serta telah di-
ikut sertakan dalam perlindungan pro-
gram asuransi. Selama masa tunggu di
penampungan calon TKI berhak men-
dapat perlakuan yang wajar dan
manusiawi dari pelaksana penempatan
TKI swasta.
C. MASA PENEMPATAN TENAGA
KERJA INDONESIA
Setiap TKI yang datang di negara
tujuan untuk bekerja wajib melaporkan
diri kepada Perwakilan Republik
Indonesia di negara tujuan. Selanjutnya,
bagi TKI yang bekerja pada pengguna
perseorangan kewajiban melaporkan di-
lakukan oleh PPTKIS. PPTKIS dilarang
menempatkan TKI yang tidak sesuai
dengan bidang pekerjaannya. Setiap TKI
wajib mematuhi aturan dan kesepakatan
yang telah ditandatangani oleh PPTKIS
dan TKI tersebut, agar dalam melak-
sanakan pekerjaannya tidak menyim-
pang dari hal-hal di luar aturan perjan-
jian.
D. PURNA PENEMPATAN TENAGA
KERJA INDONESIA
Setelah pengiriman atau penem-
patan TKI bekerja di luar negeri tentunya
suatu waktu tertentu TKI yang ber-
sangkutan akan kembali ke tempat ting-
galnya di dalam negeri. Menurut Pasal
73 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2004,
kepulangan TKI terjadi karena: (a). Ber-
akhirnya masa perjanjian kerja; (b). Pe-
mutusan hubungan kerja sebelum masa
perjanjian kerja berakhir; (c). Terjadi pe-
rang, bencana alam, atau wabah pe-
nyakit di negara tujuan; (d). Mengalami
kecelakaan kerja yang mengakibatkan
tidak bisa menjalankan pekerjaannya
lagi; (e). Meninggal dunia di negara tu-
juan; (f). Cuti; atau (g). Dideportasi oleh
pemerintah setempat.
Setiap TKI yang akan kembali ke
Indonesia wajib melaporkan kepulangan-
nya kepada Perwakilan Republik
Indonesia negera tujuan. Pelaporan bagi
TKI yang bekerja pada Pengguna per-
seorangan dilakukan oleh pelaksana
PPTKIS. Kepulangan TKI dari negara tu-
juan sampai tiba di daerah asal menjadi
tanggung jawab pelaksana penempatan
TKI. Pengurusan kepulangan TKI me-
liputi hal: (a). Pemberian kemudahan
atau fasilitas kepulangan TKI; (b). Pem-
berian fasilitas kesehatan bagi TKI yang
sakit dalam kepulangan; dan (c). Pem-
berian upaya perlindungan terhadap TKI
dari kemungkinan adanya tindakan pi-
hak-pihak lain yang tidak bertanggung
jawab dan dapat merugikan TKI dalam
kepulangan.
PPTKIS hanya dapat membebankan
biaya penempatan kepada calon TKI
untuk komponen biaya: (a). Pengurusan
dokumen jati diri; (b). Pemeriksaan
kesehatan dan psikologi; dan (c). Pela-
tihan kerja dan sertifikasi kompetensi
kerja. Dalam hal terjadi sengketa antara
TKI dengan PPTKIS mengenai pelak-
sanaan perjanjian penempatan, maka
kedua belah pihak mengupayakan pe-
nyelesaian secara damai dengan cara
bermusyawarah. Dalam hal penyele-
saian secara musyawarah tidak tercapai,
maka salah satu atau kedua belah pihak
dapat meminta bantuan instansi yang
bertanggungjawab di bidang ketenaga
kerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau
Pemerintah. Deposito hanya dapat di-
cairkan dalam hal PPTKIS tidak me-
menuhi kewajiban terhadap calon
TKI/TKI sebagaimana telah diperjanjikan
dalam perjanjian penempatan. PPTKIS
wajib menambah biaya keperluan pe-
nyelesaian perselisihan atau sengketa




Bekerja merupakan hak asasi
manusia yang wajib dijunjung tinggi,
dihormati, dan dijamin penegakannya.
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20 Komite Independen Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (KOPR-TKI)
Oleh karenanya setiap tenaga kerja
mempunyai hak dan kesempatan yang
sama tanpa diskriminasi untuk mem-
peroleh pekerjaan dan penghasilan yang
layak, baik di dalam maupun di luar ne-
geri sesuai dengan keahlian, keteram-
pilan, bakat, minat, dan kemampuan.
Berkaitan dengan perlindungan
HAM dalam bekerja terutamanya de-
ngan tenaga kerja di luar negeri sering
dijadikan obyek perdagangan manusia,
termasuk perbudakan dan kerja paksa,
korban kekerasan, kesewenang-wena-
ngan, kejahatan atas harkat dan mar-
tabat manusia, serta perlakuan lain yang
melanggar hak asasi manusia, sehingga
negara wajib menjamin dan melindungi
hak asasi warga negaranya yang be-
kerja baik di dalam maupun di luar ne-
geri berdasarkan prinsip persamaan hak,
demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan
dan keadilan gender, anti diskriminasi,
dan anti perdagangan manusia.
Dilihat dari kasus yang terjadi pada
umumnya, penulis mengambil analisa
hukum terhadap salah kasus yang di-
terima oleh Komite Independen Perlin-
dungan Tenaga Kerja Indonesia (KOPR-
TKI) yang beralamat di Jln. Batu Ampar
5, Condet, Jakarta Timur. KOPR-TKI
adalah lembaga sosial kontrol kusus
menangani masalah TKI, yang mela-
kukan klarifikasi tentang penempatan
TKI.20 Kronologis dari berbagai kasus
yang diterima oleh KOPR-TKI tersebut,
adalah: Atas meninggalnya TKI yang
bernama Erna Sari Binti Sahari, lokasi :
Negara Oman. Pengirim: PT. Abdillah
Putra Tamala KEP. 445/MEN/2006 No.
Telp. 021-8014442 Fax: 80877937.
Alamat: Jalan Gardu Kober No. 3-Codet
Balekambang, Jakarta Timur.
Berdasarkan keterangan yang di-
dapat dari orang tua korban An: Sahari.
Berawal ada orang yang menawarkan
pekerjaan kepada anak pelapor atas
nama Erna Sari binti Sahari untuk be-
kerja sebagai TKI, karena ingin mem-
bantu kedua orang tuanya inilah anak
saya menerima tawaran tersebut. Ke-
mudian diketahui orang tersebut ber-
nama Idin, berasal dari Desa lainnya,
yang bekerja sebagai agen pencari TKI
yang memiliki atasan bernama Feri.
Bahwa anak saya bertujuan untuk mem-
bantu kehidupan keluarga kami, karena
sebelumnya Erna Sari Binti Sahari se-
belumnya sudah pernah berangkat dan
bekerja sebagai TKI Pertama ke
Malaysia tetapi dari Perusahaan (spo-
nsor) lain, dan yang kedua juga per-nah
berangkat ke Abu Dhabi juga dari
Perusahaan (sponsor) lainnya, dan
terakhir berangkat menjadi TKI di negara
Oman. Idin adalah seorang laki-laki yang
tidak diketahui jelas usianya dan kenal
dengan pelapor yang kebetulan juga
warga satu desa, mendatangi rumah
Erna Sari Binti Sahari dan membe-
ritahukan kepada kedua orang tua
korban (pelapor) tentang maksud dan
tujuannya untuk membawa Erna bekerja
sebagai TKI, tanpa memberitahukan ke-
mana akan ditempatkan. Pada saat itu
Idin datang sendiri, dan berusaha me-
nyakinkan kepada Erna untuk menjadi
TKI, dan pada saat itu Erna ditemani
ayah dan ibunya, dan dijanjikan men-
dapat uang setelah lulus seleksi dan
sudah berada tempat penampungan
akan dibayar dengan uang sejumlah Rp.
2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Bahwa 2
(dua) hari berikutnya Idin datang men-
jemput anak kami yang mengaku sudah
mengurus surat-surat dari Aparat Desa
(RT,RW, dan Lurah setempat) yang
diperlukan sebelum Erna berangkat de-
ngan Idin, maka Erna Sari Binti Sahari
pun ikut pergi bersamanya dari Cirebon
menuju Jakarta ke rumah atasannya
yang bernama Pak Feri, dan kemudian
Erna ditampung di tempat Penampu-
ngan yang diketahui milik PT. Abdillah
Putra Tamala. Sejak Erna Sari Binti
Sahari dibawa Idin berangkat dari ru-
mah, baru 6 (enam) bulan kemudian
saya mendapat telephone darinya, itu-
pun melalui kakaknya (anak saya yang
lain), Saharipun menanyakan mengenai
kabar Erna dan keberadaanya dan Erna
menjawab : ”saya baik-baik pak dan ma-
jikan juga baik, dan saya saat ini berada
di berada di luar negeri di negara
Oman”. Delapan bulan kemudian Sahari
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mendapat telepon dari Erna, yang me-
nerangkan bahwa Erna sudah mau naik
kapal untuk pulang ke daerah, dan saat
pulang nanti dia akan diberikan uang
tambahan dari majikannya dan akan di-
belikan baju baru. Pada waktu akan
pulang Erna menelpon kakaknya sekitar
pukul 07.00 Wib dan berpesan agar di-
tungguin kepulangannya, dan oleh ke-
luarga sampai jam 05.00 Wib pun di-
tunggu Erna tak kunjung pulang bahkan
sampai esoknya juga tidak jelas kabar
korban kelanjutannya. Sejak terakhir
menelepon baru 3 hari kemudian Sahari
mengetahui Erna anaknya berada di RS
Kramatjati POLRI. Sahari mengetahui
Erna sudah di Rumah Sakit Polri Kera-
mat Jati dari Kenken ( adalah teman
korban sesama TKI yang bertempat
tinggal di Bandung), dimana Kenken
dapat telepon dari Pak Feri (selaku pihak
PJTKI), kemudian Kenken berinisiatif
menelpon keluarga Erna. Setelah men-
dapat kabar dari Kenken maka Sahari
dan istrinya berangkat ke Jakarta di-
temani oleh Idin (agen Pencari TKI ). Idin
mempertemukan Sahari dengan Pak
Feri, dan kemudian bersama-sama me-
nuju RS Polri Kramatjati. Sahari melihat
langsung keadaan Erna sesampainya di
RS Polri , pada saat itu Erna tidak sadar,
kurus kering, mengalami luka fisik (se-
suai foto) dan tidak mendapatkan
pelayanan kesehatan yang maksimal
dari RS Polri Kramatjati (tidak menda-
patkan infus), ditempatkan di kasur yang
diletakkan di lantai, berada di ruangan
untuk orang sakit jiwa, hanya diberikan
pil, kondisi pingsan, posisi mata hitam,
kaki paha dua-duanya hitam, kondisi
badan kurus kering, dengan mengguna-
kan pakaian biasa seperti orang gila
Sehingga Sahari dan istri menangis me-
nyaksikan kondisi fisik Erna serta me-
meluk Erna. Selama kurang lebih 3 hari
berada di RS Polri Kramatjati Sahari
mendapati Erna anaknya dengan mata
terbuka, tapi tidak bisa bicara, mem-
berikan makanan dengan cara menyuapi
akan tetapi tidak mau makan, tidak juga
diberikan infus, atau tindakan medis
lainnya, bahkan masih tidur di kasur
yang ditempatkan di lantai ruangan ter-
sebut. Sebelum meninggal Sahari dan
istrinya pulang dari Jakarta ke Cirebon
henadak mencari pinjaman uang untuk
biaya perobatan, dan juga mengupa-
yakan mencari jalur alternatif. Akan te-
tapi pada jam 11.00 siang sebelum
Sahari berangkat ke Jakarta mereka
mendapat telepon dari RS Polri yang
mengatakan : ” Bapak dan Ibu yang
sabar karena Erna anak bapak sudah
meninggal dunia, maka bapak harus
cepat datang ke sini”. Dengan kabar
tersebut pada keesokan harinya Sahari
dan Idin berangkat menuju RS Polri
Kramatjati Jakarta dari Cirebon dengan
berombongan yang biayanya semua
ditanggung pihak perusahaan. Sesam-
painya Jenazah Erna di kampung maka
biaya pemakaman seluruhnya ditang-
gung oleh Sahari. Sahari mendapat
uang gaji Erna selama bekerja selama 8
bulan sebesar Rp. 8.703.000,- (Delapan
juta tujuh ratus tiga ribu rupiah). Uang
tersebut diberikan oleh seseorang yang
tidak diketahui namanya dan pekerja-
annya, serta hanya memberikan penje-
lasan secara lisan yang menganjurkan
Sahari untuk menandatangani tanda
terima di selembar kertas pada saat di
RS Polri Kramatjati. Dan selama berada
di Oman Erna tidak memberitahukan
kepada Sahari mengenai besaran Gaji.
Setelah itu Sahari mendatangi Bapak
Warno selaku anggota KOPR TKI Ca-
bang Cirebon untuk mendapatkan kete-
rangan cara memperoleh asuransi (
Cara Pengklaiman ).
Selain kasus tersebut penulis akan
memaparkan kasus lain yang ada kai-
tannya dengtan permasalahan Perlin-
dungan TKI di luar negeri. Pada tanggal
1 November 200, Sdr. Satibi d.a Desa
Cikedung Lor, RT 03/)4, Kel. Cikedung
Lor, Kab. Indramayu, menjadi Tki di
Korea melalui program G to G yang di-
lakukan oleh BNP2TKI sesuai dengan
syarat dan ketentuan yang ditetapkan
oleh BNP2TKI, dengan menggunakan
pasapor bernomor R 422567. Pada
tanggal 24 Juli 2011, Sdr. Satibi pulang
ke Indonesia. Selanjutanya, pada tang-
gal 15 Agustus 2011 Sdr. Satibi me-
lakukan pembuatan KTKLN untuk me-
lengkapi persyaratan dan ketentuan
menjadi TKI di Luar Negeri. Selan-
jutanya pada tanggal 20 Agustus 2011,
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Sdr. Satibi menjadi TKI dengan negara
penempatan Korea melalui program G to
G yang dilakukan oleh BNP2TKI sesuai
dengan syarat dan ketentuan yang di-
tetapkan oleh BNP2TKI. Pada tanggal 6
November 2012, Sdr. Satibi kembali ke
Indonesia. Rencananya, Sdr. Satibi akan
kembali ke Korea pada tanggal 21
Januari 2013. Pada tanggal 6 November
2012, Satibi melangsungkan pernikahan-
nya dengan Sdri. Cicih Khumaeroh di
Kec. Pangenan, Kab. Cirebon Jawa
Barat. Pada tanggal 9 November sdr.
Satibi meninggal dunia karena sakit di
rumah kediamannya. Pada tanggal 27
November 2012 sebagai perwakilan dari
ahli waris melakukan pengajuan klaim
asuransi melalui BNP2TKI. Setelah di-
lakukan pengecekan a.n. Satibi, tidak di-
ketemukan data yang menerangkan
bahwa TKI tersebut terdaftar pada ke-
ikutsertaan dalam program asuransi.
Dari polemik-polemik yang ter-
jadi terhadap TKI masih banyak lagi ma-
salah yang terjadi di negara penem-
patan, misalnya: adanya perdagangan
orang, penganiayaan dan perlakuan
kasar dari majikan, Gaji tidak dibayar,
bekerja melebihi waktu kontrak kese-
pakatan, dan lain sebagainya yang di-
rasakan tidak manusiawi. Inilah data-
data pengaduan dari TKI yang penulis
ambil dari KOPR-TKI untuk dijadikan
acuan kepada pemerintah agar TKI di
luar negeri mendapat perlindungan yang
maksimal agar hak sebagai TKI ter-
penuhi sesuai dengan porposional se-
hingga kesejahteraan hidup tercapai.
DATA PENGADUAN TKI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
KOMITE INDEPENDEN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
LSM KOPR-TKI
Jln. Masjid Al. Khaairat, Wisma 17 kel. Batu Ampar, Kec. Kramatjati
Jakarta Timur Telp/Fax. 021 07 3416











Gaji tidak dibayar oleh
Majikan selama 3 Tahun.
Dasa Graha Utama
(Saudi Arabia)





- TKI bekerja sejak Maret
2010 belum
dipulangkan.
- Gaji belum dibayar
Yanbu Al Bahar
(Saudi Arabia)
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TKI sdang masa cuti di
Indonesia, tetapi tidak
balik ke majikan krn gaji






8. ADU/201212/005226 Siti Hartati bt
Khuzaini Dhla
- Masa Penempatan












TKI bekerja over kontrak,














TKI bekerja over kontrak
sudah dua tahun putus










Tki skr berada dalam
tahanan polisi sudah 4


























TKI bekerja over kontrak,










TKI bekerja baru digaji 4
bln, dan bulan-builan
berikuktnya belum
dibayar dan TKI masih
berada di Saudi Arabia
Arya Duta Bersama
(Saudi Arabia)


















TKI bekerja di saudi
Arabia selama 2 th,
tetapi selama 10 bulan



























dan diberi ongkos Rp
50.000,- untuk plng ke
Subang. Gaji tdk dibayar
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diurus ke bank oleh PT
dan TKI
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Gaji tidak dibayar selama











TKi bekerja over kontrak,
putus komunikasi dgn





Sumber diperoleh dari Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Independent
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia LSM (KOPKAR TKI)
Dengan memperhatikan data-data
tersebut, permasalahan mengenai per-
lindungan TKI sangatlah kompleks dan
tidak maksimal diawasi oleh pemerintah
Indonesia. Jadi, setiap TKI wajib me-
miliki dokumen KTKLN yang dikeluarkan
oleh Pemerintah, dan PPTKIS ber-
tanggung jawab untuk memberikan per-
lindungan kepada calon TKI/TKI sesuai
dengan perjanjian penempatan. TKI
yang ditempatkan keluar negeri harus lu-
lus dalam uji kompetensi kerja. PPTKIS
wajib melaporkan setiap keberangkatan
dan kedatangan calon TKI kepada Per-
wakilan Republik Indonesia di negara tu-
juan. Untuk mewakili kepentingannya,
PPTKIS wajib mempunyai perwakilan di
negara TKI ditempatkan, agar tidak ter-
jadi kekeliruan di dalam penempatan
bidang pekerjaan TKI.
Dari uraian permasalahan diatas
seharusnya pemerintah berusaha untuk
memberikan perlindungan terhadap hak
dan kewajiban para TKI yang bekerja di
luar negeri. Karena pada bab II Pasal 5
sampai dengan pasal 7 UU Nomor 39
Tahun 2004, mengatur tentang tugas,
tanggung jawab, dan kewajiban peme-
rintah. Adapun tugas, tanggung jawab
dan kewajiban dimaksud, yaitu:
1. Bertugas mengatur, membina, me-
laksanakan, dan mengawasi penye-
lenggaraan penempatan, dan per-
lindungan TKI di luar negeri;
2. Bertanggung jawab untuk mening-
katkan upaya perlindungan TKI di luar
negeri;
3. Berkewajiban;
a. Menjamin hak-hak calon TKI/TKI,
baik yang berangkat melalui pe-
laksana penempatan TKI, maupun
yang berangkat secara mandiri.
b. Mengawasi pelaksanaan penem-
patan calon TKI.
c. Membentuk dan membangun sis-
tem informasi penempatan TKI di
luar negeri.
d. Melakukan upaya diplomatik untuk
menjamin pemenuhan hak dan
perlindungan TKI.
e. Memberikan perlindungan kepada
TKI selama masa sebelum pem-
berangkatan, masa penempatan,
dan masa purna penempatan.
Untuk merealisasikan “tujuan, tugas,
tanggung jawab, dan kewajiban peme-
rintah”, yang dimuat di dalam UU Nomor
39 Tahun 2004, maka pemerintah harus
membuat aturan pelaksanaannya. Suatu
undang-undang tidak akan dapat ter-
laksana tanpa dibuat aturan-aturan yang
lebih konkrit tentang tata cara menja-
lankan undang-undang yang telah di-
bentuk. Adapun peraturan-peraturan pe-
laksana yang berhubungan dengan UU
Nomor 39 Tahun 2004, yaitu: (a) Per-
aturan Menteri Tenaga Kerja dan Trans-
migrasi Republik Indonesia (Mentekertrans)
No. PER-07/MEN/IV/2005 tentang Standar
Tempat Penampungan Calon Tenaga
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Kerja Indonesia; (b) Surat Edaran
Mentekertrans RI No: SE-433/MEN/PKK-
SES/VII/2005 tentang Peranan dan Tinda-
kan Nyata Pengawasan Ketenaga
kerjaan dalam Penempatan dan Perlin-
dungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar
Negeri; (c) Peraturan Mentekertrans RI
No: PER-05/MEN/III/2005 tentang Ke-
tentuan Sanksi Administratif dan Tata
Cara Penjatuhan Sanksi Dalam Pe-
laksanaan Penempatan dan Perlindu-
ngan Tenaga Kerja di Luar Negeri.
SEMENTEKERTRANS RI NO: SE-433/
MEN/PKK-SES/VII/2005
Di dalam SEMENTEKERTRANS ini
mengatur beberapa pokok persoalan,
yaitu: (a) Pembinaan pengawasan; (b)
Monitoring dan evaluasi; (c) Tindakan
hukum (law enforcement); dan (d) Pela-
poran. Keempat pokok persoalan ini
menjadi semacam judul bab walaupun
tidak di buat perbab yang diatur di dalam
SEMENTEKERTRANS.
Pembinaan pengawasan; Di dalam
pengaturan pembinaan pengawasan ini
hampir semua butir-butir yang diaturnya
masih bersifat formal, belum bersifat tek-
nis. Misalnya di dalam pokok pembinaan
dan pengawasan ada 4 (empat) per-
soalan yang dimuat, yaitu (i) dilarang
perseorangan melakukan penempatan
TKI ke luar negeri; (ii) semua TKI harus
mengerti hak dan kewajiban sehingga
bersedia menempuh prosedur bekerja
ke luar negeri sesuai dengan prosedur
yang berlaku; (iii) perusahaan yang me-
nempatkan TKI ke luar negeri harus me-
menuhi syarat-syarat, misalnya memiliki
izin dari menteri; (iv) PPTKIS agar me-
ngetahui semua hak dan kewajibannya,
misal memiliki izin dari menteri.
Dari keempat pokok yang diatur di
dalam pembinaan pengawasan ini belum
bersifat konkrit untuk melakukan pembi-
naan dan pengawasan TKI di luar ne-
geri. Seyogyanya pengaturan pembina-
an pengawasan ini lebih diarahkan ke-
pada bersifat teknis, misalnya setiap
Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia Swasta (PPTKIS) yang telah
memiliki Surat Izin Pelaksanaan Pe-
nempatan Tenaga Kerja Indonesia
(SIPPTKI) harus mempunyai perwakilan
untuk mewakili kepentingan PPTKIS, di
negara TKI ditempatkan. Memang di da-
lam poin ke- (iv) berjudul Pelaksanaan
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Swasta (PPTKIS) sudah diatur dalam
butir (n) tentang badan hukum perwa-
kilan di negara TKI ditempatkan yang
mengurusi kepentingan PPTKIS. Tetapi,
hal ini masih sangat abstrak alias belum
konkret. Sebab, tidak dijelaskan apa saja
kepentingan yang harus diurus oleh ba-
dan perwakilan itu, bagaimana PPTKIS
dengan badan perwakilan melakukan
pengawasan TKI yang sudah ditem-
patkan secara terpencar di negara tu-
juan, bagaimana cara badan perwakilan
itu melakukan pengawasan TKI yang
begitu banyak dan terpencar di seluruh
wilayah negara tempat perwakilan be-
rada, bagaimana cara memperoleh in-
formasi secara berkala dari TKI yang
berada di wilayah negara TKI ditem-
patkan. Hal-hal seperti inilah belum di-
atur di dalam pokok persoalan pem-
binaan pengawasan yang dimuat di da-
lam SEMENTEKERTRANS No: SE.433/MEN/PKK-
SES/VII/2005.
Begitu juga halnya dengan pokok
persoalan monitoring dan evaluasi
yang dimuat di dalam SEMENTEKERTRANS
ini. Di dalam monitoring dan evaluasi
ada yang disebut dengan kelompok ker-
ja (pokja) yang efektif untuk: meng-
himpun dan mengelola data TKI yang
sedang, telah, dan akan ditempatkan di
luar negeri. Hal inipun menurut penulis
masih abstrak belum konkret. Sebab,
hanya bersifat pasif mengumpulkan dan
mengelola data. Seyogyanya pokok per-
soalan monitoring dan evaluasi ini harus
lebih diarahkan kepada “bagaimana me-
monitoring dan mengevaluasi TKI yang
sudah ditempatkan”. Monitoring ini dila-
kukan harus langsung kelapangan dima-
na para TKI diwilayah negara di tem-
patkan terutama kepada TKW, karena
monitoring lapangan inilah yang paling
evektif membantu dan mengantisipasi
tindakan kesewenang-wengan majikan
kepada TKI terutama TKW.
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Sama halnya juga terjadi pada
pokok persoalan pelaporan yang diatur
di dalam SEMENTEKERTRANS. Keten-
tuan ini hanya memberikan himbauan
kepada kepala dinas/instansi yang ber-
tanggung jawab di bidang ketenaga
kerjaan. Seharusnya pelaporan ini ditu-
jukan kepada PPTKI baik swasta mau-
pun pemerintah, agar membuat laporan
secara periodik tentang data-data TKI
yang masih berada di luar negeri, yang
sudah pulang ke dalam negeri, yang
akan diberangkatkan, dan kondisi atau
keadaan TKI yang masih di luar negeri
(apakah semua TKI yang ditempatkan di
luar negeri masih dapat dihubungi se-
cara berkala, dan apakah ada TKI yang
sudah kehilangan jejak). Dengan adanya
laporan-laporan seperti ini, hal inilah
yang seharusnya diatur secara khusus di
dalam peraturan pelaksana, sehingga
upaya perlindungan TKI lebih dapat
dioptimalkan.
PERMENTEKERTRANS RI NO. PER-
07/MEN/IV/2005
Peraturan inipun menurut penulis
tidak banyak membantu penyelesaian
permasalahan TKI di luar negeri. Sebab,
aturan ini masih ditujukan kepada pe-
ngaturan-pengaturan di dalam negeri.
Sedangkan persoalan yang paling ba-
nyak terjadi terhadap TKI adalah per-
buatan sewenang-wenang majikan. Jadi,
seyogyanya peraturan menteri sebagai
peraturan pelaksana UU Nomor 39
Tahun 2004, harus lebih mengutamakan
peraturan teknis melindungi TKI yang
sudah berada di luar negeri.
SURAT MENTEKRTRANS NO. B-600/
MEN/SJ-HK/VIII/2005 Perihal Peng-
gantian perumahan serta pengobatan
dan perawatan. Peraturan inipun bukan
solusi mengatasi persoalan TKI di luar
negeri.
Ketentuan yang diatur di dalam
peraturan pelaksanaan UU Nomor 39
Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri, belum memberikan per-
lindungan terhadap TKI. Tentu aturan
yang diatur di dalam aturan pelasana
merupakan pengejewantahan aturan
dari undang-undang di atasnya. Akan
tetapi, alasan yang paling mendasar me-
nurut penulis peraturan pelaksanaan UU
Nomor 39 Tahun 2004 belum mampu
merumuskan secara konkrit, yaitu belum
mampu mengatur seperti apa dan bagai
mana cara pengaturan perlindungan TKI
di luar negeri.
F. KESIMPULAN
Menurut penulis UU Nomor 39
Tahun 2004 Tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri Belum Melindungi Tenaga
Kerja Indonesia. Sebab, berdasarkan
penelitian secara sistimatik yang dilaku-
kan penulis terhadap peraturan perun-
dang-undangan yang melindungi tenaga
kerja di luar negeri belum secara jelas
mengatur cara melindungi TKI yang su-
dah di tempatkan di berbagai wilayah
negara tujuan. Sehingga PPTKIS ba-
nyak yang kehilangan jejak terhadap TKI
yang ditempatkan. Kehilangan jejak ini-
lah faktor utama yang menyebabkan
lamanya penderitaan TKI atas kebiada-
ban sang majikan. Oleh karena itu, pe-
nulis berpendapat UU Nomor 39 Tahun
2004 dan peraturan dibawahnya belum
hirarkis dengan UUD 1945 dan belum
mempunyai kualitas sebagai peraturan
perundang-undangan.
Seharusnya UU Nomor 39 Tahun
2004 tentang Penempatan dan Per-
lindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri
agar dapat melindungi pekerja yang be-
kerja di luar negeri, harus membuat atu-
ran yang lebih konkrit tentang cara me-
ngetahui data penempatan TKI di negara
tujuan. Harus ada ketentuan bagaimana
caranya PPTKIS itu secara periodic
memperoleh informasi dari pekerja TKI
yang sudah di tempatkan. Sehingga
PPTKIS dan pemerintah melalui KBRI
dapat melakukan tindakan perlindungan
hukum secepat dan seoptimal mungkin.
Jadi tidak lagi penanganan kasus di-
lakukan apabila penderitaan TKI sudah
lama dan parah. Kalau ini masih terjadi
berarti politik penguasa negara telah
gagal melaksanakam misinya sesuai
dengan visi negara yang ada di dalam
UUD 1945.
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Hemat penulis menyarankan supaya
dilakukan perubahan atau revisi ter-
hadap UU Nomor 39 Tahun 2004 ten-
tang Penempatan dan Perlindungan TKI
di Luar Negeri, berikut peraturan yang
ada dibawahnya. Perlu ditambahkan
bahwa peraturan pelaksana di bawah
UU Nomor 39 Tahun 2004 harus diganti
kepada aturan yang lebih konkrit. Um-
pamanya, bagaimana caranya PPTKIS
tetap dapat senantiasa atau secara
periodik berkomunikasi dengan TKI yang
sudah ditempatkan.
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